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BABVI 

KES~PULANDANSARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan basil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai pengaruh self 

assessment sytem dan pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Madya 

Batam denganfree trade zone sebagai variabel moderating, maka peneliti menarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Secara keseluruhan, sebagian besar wajib pajak di KPP Madya Batam sudah 

memiliki pemahaman baik mengenai Self Assessment System yang di dalamnya 

meliputi menghitung, menyetor atau membayar dan melaporkan pajak 

terutangnya. 

Penilaian terhadap pemahaman wajib pajak di KPP Madya Batam meliputi 

menghitung, menyetor dan melaporkan PPh terutang juga menghitung dan 

melapor PPN terutang atas penyerahan barang keluar dari kawasan bebas. 

Wajib pajak di KPP Madya memiiliki pemahaman yang baik mengenai Se(f 
' . 

Assessment System, namun dalam hal pemahaman mengenai menghitung PPh 

final dan penghasilan bukan objek beserta pelaporan PPh final dan penghasilan 

bukan objek pajak hams ditingkatkan lagi. Wajib Pajak di KPP Madya Batam 

masih kurang pemahamannya dalam membedakan penghasilan yang termasuk 

PPh final dan penghasilan mana saja yang tidak tcrmasuk objek pajak. 

2. Secara keseluruhan wajib pajak di KPP Madya Batam memiliki pemahaman 

yang baik mengenai pemeriksaan perpajakan yang dalamnya meliputi 
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pemeriksaan dalam rangka kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan 

pemeriksaan dalam rangka tujuan lain. 

Penilaian terhadap pemeriksaan perpajakan meliputi pemeriksaan kantor dan 

pemeriksaan lapangan baik dalam rangka kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan maupun dalam rangka tujuan lain. 

Wajib pajak memiliki pemahaman yang baik mengenai pemeriksaan pajak, 

namun wajib pajak memiliki pemahaman lebih baik mengenai pemeriksaan 

dalam rangka tujuan lain daripada pemeriksaan dalam rangka kcpatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan, terutama dalam pemeriksaan kantor. 

3. Secara keseluruhan, wajib pajak di KPP Madya Batam telah melaksanakan 

dengan baik kewajiban perpajakan yang berhubungan dengan Free Trade Zone. 

Penilaian tersebut dapat dilihat dari penilaian terhadap 4 dimensi berikut. 

( diurutkan dari tertinggi sampai terendah) 

1. Dimensi Comparison ( Perbandingan ) : Mayoritas wajib pajak di KPP 

Madya Batam telah melaksanakan dengan benar cara perbandingan apabila 

terdapat perbedaan antara standar dalam kewajiban perpajakan yang 

berhubungan dengan Free Trade Zone dengan realita kewajiban perpajakan 

yang dilakukan oleh wajib pajak KPP Madya Batam berhubungan dengan 

Free Trade Zone. 

2. Dimensi Actions ( Tindakan): Mayoritas wajib pajak di KPP Madya Batam 

sudah merasa baik mengenai pengawasan yang dilakukan fiskus 

berhubungan dengan kewajiban perpajakan Free Trade Zone . namun wajib 

pajak di KPP Madya Batam mengharapkan fiskus memiliki daya tanggap 
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yang lebih cepat dari biasanya dalam melakukan pengawasan terhadap 

kewajiban perpajakan yang berhubungan dengan Free Trade Zone. 

3. Dimensi Standards ( Stan dar) : Mayoritas wajib pajak di KPP Madya Batam 

telah menjalankan kewajiban perpajakan berhubung dengan Free Trade 

Zone sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan mengandung prinsip 

UNDP. 

4. Dimensi Measurement ( Pengukuran ) : Mayoritas wajib pajak di KPP 

Madya Batam sudah melaksanakan dengan baik cara pengukuran kewajiban 

perpajakan berhubungan dengan Free Trade Zone . Namun cara pengukuran 

yang berkaitan dengan prinsip effectiviness dan efficiency, wajib pajak 

masih merasa kurang sehingga hams ditingkatkan lagi agar wajib pajak ke 

depannya akan merasa lebih mudah dan cepat dalam kewajiban perpajakan 

berhubungan dengan Free Trade Zone. 

4. Secara keseluruhan, wajib pajak di KPP Madya Batam memiliki tingkat 

kepatuhan yang tergolong tinggi baik dalam hal menghitung, membayar atau 

menyetor dan melaporkan pajak terutang , juga dalam hal pemeriksaan 

perpajakan dan dalam hal pengajuan fasilitas perpajakan di daerah Free Trade 

Zone .. 

Penilaian terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Madya Batam meliputi 

kepatuhan secara enforce dan voluntary, kepatuhan pemeriksaan dan kepatuhan 

dalam pengajuan fasilitas perpajakan di kawasan bebas atau Free Trade Zone. 

Kepatuhan secara voluntary , kepatuhan pemeriksaan dan kepatuhan dalam 

pengajuan fasilitas perpajakan di daerah Free Trade Zone memiliki tingkat 
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kepatuban yang lebib tinggi yang menandakan babwa wajib pajak di KPP Madya 

Batam sudab sadar atas pentingnya pajak itu, juga mereka siap dan akan patuh 

bilamana dilakukan pemeriksaan dan sudab patuh mengikuti prosedur yang 

berlaku dalam pengajuan fasilitas perpajakan di kawasan bebas atau Free Trade 

Zone. 

5. Se(f Assessment System dan Pemeriksaan yang dimoderasi oleb Free Trade Zone 

merupakan faktor yang dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP 

Madya Batam. Dalam basil penelitian regresi moderating juga dibasilkan nilai 

positifyang berarti semakin baik pemabaman wajib pajak di KPP Madya Batam 

mengenai Self Assessment dan Pemeriksaan didukung dengan pelaksanaan Free 

Trade Zone yang baik akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP 

Madya Batam. 

6.2 Saran 

Sebagai masukan bagi KPP Madya Batam, peneliti memberikan beberapa 

saran sesuai dengan basil penelitian guna meningkatkan kepatuban wajib pajak, 

dengan meningkatkan pemahaman mengenai Self Assessment System dan 

Pemeriksaan yang didukung dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan 

berhubungan dengan Free Trade Zone. 

Saran-saran tersebut antara lain : 

1. Pemahaman Wajib Pajak di KPP Madya Batam mengenai Self Assessment 

System tcrgolong baik., uk.an tetapi ada beb~rapa hal yang harus diperhatikan 

oleb KPP Madya Batam terutama untuk seksi Waskon agar pemabaman wajib 

pajak mengenai Self Assessment lebih baik: 

• I 

• 
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- Memberikan pengarahan kepada wajib pajak mengenai Self Assessment, 

memberikan penjelasan lebih detail bahwa Self Assessment itu meliputi 

menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri, terutama 

memberikan pengarahan lebih detail mengenai penghasilan yang dikenakan 

PPh final ( PPh pasal 4 ayat 2 ) dan penghasilan yang tidak termasuk objek 

pajak ( PPh pasal 4 ayat 3 ), Seksi waskon bisa memberikan daftar 

penghasilan yang dikategorikan sebagai PPh final dan penghasilan yang 

bukan termasuk objek pajak berdasarkan UU PPh, sehingga wajib pajak 

mendapatkan pedoman. 

- Mengadakan penyuluhan, sosialisasi maupun workshop untuk wajib pajak 

di KPP Madya Batam agar menumbuhkan keinginan mereka untuk ikut 

serta turon tangan dalam melakukan Se(f Assessment, dengan adanya 

keterbukaan dari KPP Madya Batam tentu akan menumbuhkan kepercayaan 

wajib pajak, memberikan gambaran mengenai integirtas kantor pajak, 

sehingga dapat meningkatkan keikutsertaan wajib pajak sendiri dalam 

melakukan Self Assessment. 

- Dari sisi administrasi, KPP Madya Batam bisa menyederhanakan prosedur 

perpajakan yang sudah ada sehingga menjadi lebih sederhana atau lebih 

mudah dimengerti yang menyebabkan wajib pajak bisa dengan mudah 

melakukan kewajiban perpajakan tanpa merasa terbebani atau rum it. 

2. Pemahaman wajib pajak di KPP Madya Batam mengenai pemeriksaan pajak 

termasuk baik, akan tetapi ada hal yang bisa dilakukan oleh KPP Madya Batam, 

yaitu 
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- KPP Madya Batam dapat memberikan sosialisasi berupa simulasi mengenai 

pemeriksaan pajak, dari proses awal pemeriksaan kantor sampai dengan 

dilakukan pemeriksaan lapangan, serta dalam simulasi tersebut diberikan 

pengarahan yang tepat kepada wajib pajak mengenai yang harus 

dipersiapkan , dilakukan pada saat dilakukan pemeriksaan. 

- KPP Madya Batam bisa menekankan lebih ke pemeriksaan lapangan, jadi 

apa yang akan terjadijika wajib pajak dilakukan pemeriksaan lapangan, apa 

yang boleh fiskus lakukan, hak dan kewajiban wajib pajak apa sehubung 

dengan pemeriksaan lapangan. Simulasi kemungkinan akan memberikan 

basil yang lebih efektif daripada kata-kata, sehingga wajib pajak di KPP 

Madya Batam s memiliki gambaran yang jelas mengenai pemeriksaan. 

3. Wajib Pajak di KPP Batam sudah melaksanakan dengan baik kewajiban 

perpajakan yang berhubungan dengan Free Trade Zone. Namun ada hal yang 

harus diperhatikan oleh KPP Madya Batam terutama dalam hal meningkatkan 

keeffektifan sehingga wajib pajak merasa effisien, dengan cara yaitu 

- Membuat sistem berbasis online yang mengatur segala prosedur yang 

berkaitan dengan pengajuan fasilitas perpajakan di daerah Free Trade Zone 

sehingga dapat meningkatkan keefektifan kinerja KPP dalam pengawasan 

sehingga wajib pajak. tidak membutuhkan waktu lama dalam 

pengajuannya sehingga efisien dapat terwujud 

Membuat sistem pelapornn berbasis online yang menghubungkan sistem di 

perusahaan dengan di DJP sehingga semua transkasi dapat tercatat dengan 

jelas untuk menghindari adanya tindakan kecurangan yang salah satunya 
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berupa menaikan maupun menurunkan nilai mvmce yang tidak 

mencerminkan transaksi sebenarnya. 

4. Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Madya Batam sudah tergolong tinggi, tetapi 

masih dapat ditingkatkan menjadi sangat tinggi. 

- Dalam hal pelaporan dan penyetoran atau pembayaran pajak secara enforce, 

KPP Madya Batam bisa memberikan edukasi kepada wajib pajak mengenai 

melapor dan menyetor pajak harus sesuai dan mengikuti aturan perpajakan. 

- Dalam hal pelaporan dan penyetoran atau pembayaran pajak secara 

voluntary, KPP Madya Batam bisa memberikan pelayanan berupa 

menunjukan secara langsung kepada wajib pajak bahwa melapor dan 

membayar pajak tidak susah dan lebih baik lagi membayar dan 

melaporkannya sebelum batas akhir waktu sehingga tidak akan 

terburu-buru dan terhindar dari sanksi akibat adanya kesalahan maupun 

keterlambatan. 

- KPP Madya Batam bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan 

memberikan penghargaan kepada wajib yang tergolong patuh yang dapat 

berupa piagam, sehingga wajib pajak di KPP Madya Batam bisa terpacu 

kemauan mereka sendiri untuk menjadi wajib pajak yang patuh. 

5 Hasil Akhir secara keseluruhan, variabel Self Assessment dan Pemeriksaan 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Madya Batam dengan Free Trade 

Zone sebagai variabel moderating termasuk dalam kategori Baik, namun akan 

lebih baikjika bisa tingkatkan menjadi sangat baik, maka oleh karena itu KPP 

Madya Batam harus menyediakan sistem informasi yang terpadu dengan 
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sumber daya manusia yang cukup dan memiliki pemahaman yang sangat baik 

untuk memberikan,konsultasi agar wajib pajak memiliki pemahaman yang 

lebih baik terutama dalam hal Se(f Assessment System~ Pemeriksaan Perpajakan 

dan juga pelaksanaan kewajiban perpajakan berhubungan dengan Free Trade 

Zone. 
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